BAB Il
KETENTUAN KAWIN HAMIL PERSPEKTIF

KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ULAMA' FIKIH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kawin Hamil

Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis merapakfitrah
manusia, tetapi penyalurannya perlu diatur agar andal kehidupan
bermasyarakat manusia dapat menjunjung tinggi -nilai agama yang
luhur. Agama Islam telah mengatur batas-batas yamgleh dilakukan,
sehingga tidak terjadi  penyelewengan hukum. Agamaslam telah
menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinagyasah. Dengan

melalui perkawinan yang sah, suami istri tersebk&na mendapatkan karunia

! M. Ali Hasan,Masail Fighiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalabritemporer Hukum Islam
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h. 79
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titipan Allah SWT vyakni anak-anak yang mereka Ilednr, buah dari
perkawinan tersebut.

Aturan dalam Islam tentang tata pergaulan antara laki dan
perempuan yang termasuk di dalamnya aturan perkawigang sederhana
namun begitu agung dan suci, akan tetapi dalamitagakehidupan sosial,
tidak sesederhana dan semudah yang ada di dalean.atu

Pada tataran konsep atau teoritis, idealnya redasara laki laki dan
perempuan Yyang bukan mahram sangat dibatasi olemanaaturan yang
tegas. Antara keduanya tidak boleh secara leluatagsbertemu secara fisik
hanya berdua-duaan saja, sebab perbuatan merekaebuer akan
mendekatkan mereka kepada perzinahan atau perbudaten Sebagaimana

dengan firman Allah pada surat al Isr&” ayat 3zagabberikut:
=z z ~ &
A& //..//:/. T = 27 T/wla "/’..: //
@yﬁ:w ;ijwgg;ﬁ/l d)” \).:J.n_: Y)
Dan janganlah kamu mendekati zina,sesungguhnyaizirealah suatu
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
Zina menurut Wahbah al Zuhayli adalah hubungan usgksantara

seorang laki-laki dan perempuan yang tidak atauurbeldiikat oleh suatu

perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam rg#wu seksual tersebut

>QS. Al Isra’ (17): 32

20



dan tidak ada hubungan pemilikan, seperti halnyan tdan hamba sahaya
wanita®

Namun seiring perkembangan zaman dan budaya, sekarai
dianggap sebagai suatu kewajaran apabila merek&enber berkomunikasi
dan bepergian hanya berdua-duaan saja dan lebihh id&ar masyarakat
sekarang tidak merisaukan apabila mereka memadih kssbagai dua insan
yang sedang berpacaran. Puncak dari budaya maayargkng serba
permisif, kedua insan yang sedang berpacaran tdrsetelangkah lebih jauh
lagi yaitu melakukan perbuatan yang hanya boletakdkdan oleh pasangan
suami isteri sehingga mengakibatkan pihak wanitanjage hamil. Fenomena
inipun “pelan tapi pasti” mulai dianggap bukan afang sangat memalukan.
Alur budaya ini antara lain disebabkan karena dilean solusi budaya
sekaligus solusi hukum untuk menyelamatkan keh@magbihak wanita yang
sedang hamil di luar nikah tersebut beserta kety@ dengan memaksa
pihak laki-laki yang menghamili wanita tersebut uknt melakukan kawin
hamil.

Dengan melakukan kawin hamil, masalah yang timbukibaa
perbuatan yang begitu nista vyaitu perzinahan kesattmpak buruknya
seolah olah dalam waktu sekejap terselesaikan tamgsmyisakan masalah

lagi. Begitu ampuhnya solusi kawin hamil ini, sega para pelaku zina

> Wahbah al Zuhaylial-Figh al-Islamiy wa AdillatuhpJuz VI (Dimasyq:Dar al-Fikr, 1985), h. 109.
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yang mengakibatkan hamil di luar nikah tidak terlanerasa bersalah atas

perbuatannya.

Rumusan tentang ketentuan kawin hamil itu senditéntukan dalam
Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal &g selengkapnya
berbunyi:

1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkdengan pria
yang menghamilinya;

2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut padat §%) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelah@&aaknya;

3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wamaail, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikeng lahir.
Dibolehkannya kawin dengan perempuan yang hamil umgn pasal

53 KHI yang menyebutkan terbatas bagi laki-laki gzamenghamilinya saja

sejalan dengan nash al Qur'an sebagai berikut:
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Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkanrgmepuan yang
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempysmy berzina
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berainatau laki-laki

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas ewesng yang
mukmin?

Ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kebolemaenikah

dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menglhayai adalah

*QS. Al Nar (24): 3.
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merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang mamgh itulah yang
tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengwanita musyrik
menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi danrupad&an isyarat
larangan bagi laki-laki yang beriman untuk mengawmereka. Jadi bagi
selain  laki-laki yang menghamili perempuan yang ihamtersebut,
diharamkan untuk menikahinya.

Mengenai sebab turunnya ayat tersebut, menurut yaiwaViujahid,
Atha’ dan Ibn Abi Rabah serta Qatadah menyebutkahwh “ Orang-orang
Muhajirin tiba di Madinah, diantara mereka ada grarang fakir, tidak
memiliki harta dan mata pencaharian, dan di Maditatdapat wanita-wanita
tunasusila yang menyewakan diri mereka, mereka =@ itu termasuk usia
subur warga Madinah. Pada tiap-tiap orang dari kaeréerdapat tanda di
pintunya dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adaladrina. Tidak ada
seorang pun yang masuk kecuali laki-laki pezina daang-orang musyrik.
Orang-orang fakir Muhajirin senang terhadap pekerjanereka, lalu mereka
berkata: “Kita nikahi mereka hingga Allah menjadikakita kaya dari
mereka”. Mereka kemudian memohon izin kepada RHshluSAW, maka

turunlah ayat 3 surat al Nur diafas.

> Ahmad Rofig,Hukum Perdata Islam di Indonesi@akarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 135.
® M. Quraish ShihabTafsir al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian ala@uJakarta: Lentera
Hati, 2012) h. 479.
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B. Status Anak Kawin Hamil

Konsep kawin hamil menurut pasal 53 KHI tersebut mitiki
perbedaan dan persamaan dengan konsep kawin hasmurmt ulama’ fikih,
karena kasus kawin hamil dan keabsahan status atmk penentuan anak
sah selalu beriringan maka akan kami uraikan petdagpama’ fikih tentang
kawin hamil berikut penentuan status anak tersebut.

Menurut Imam Syafi'i bahwa wanita hamil tidak mefokan
‘iddah sampai melahirkan bayi yang dikandung terlebih tighukarena
manfaat adanya’iddah adalah salah satunya untuk memelihara nasab sang
anak tersebut. Sedangkan wanita yang hamil karena, Xarena anak yang
dikandung hasil pembenihan tanpa adanya ikatan ikaéiam, maka ayah
biologis tidak berhak menurunkan nasab terhadapk agang dikandung
wanita hamil di luar nikah tersebut terkecuali Ielanemenuhi syarat
ketentuan anak sah. Imam Syafii membolehkan Dbaaki-laki manapun
untuk menikahi wanita hamil tersebut dan boleh jugancampurinya karena
pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan imitara keduanya.

Wahbah al Zubhayli juga mengemukakan pendapat Imapmafi’iS ini
bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat a,zinbaik yang
menikahi  itu laki-laki yang menghamilinya maupun kéo yang
menghamilinya. Alasannya, karena wanita hamil dkizana tidak termasuk

golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi,aiselalasan tersebut juga

" Hasbullah Pedoman Islant. 202.
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karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sahpita yang dinikahi

tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaugudalam keadaan harfiil.

oW e el a9 asbogy Ul e Lol 205 12

Mengenai ketentuan anak sah, Imam Syafii berpestdapahwa
dalam batasan anak sah diharuskan memiliki syaragémilki masa
kandungan 6 bulan dari masa pernikahan. Jadi apabk#ktu kelahiran anak
hasil kawin hamil tersebut belum mencukupi masa uarb pernikahan, maka
anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaniartarsebut.

Jadi berdasarkan wuraian pendapat Imam Syafi'i sliatapabila

pasangan pelaku zina yang berakibat kehamilan @i hikah dan menempuh
kawin hamil maka sah pernikahan mereka, mengenabdahan status anak
mereka dapat dikategorikan anak sah apabila anakekmedilahirkan pada
waktu masa pernikahan mereka minimal berusia ébula
Menurut Imam Abu Hanifah bahwa wanita hamil apabdaikahi

oleh laki-laki yang bukan menghamilinya hukum pkahiannya tetap sah
akan tetapi tidak diperbolehkan untuk mencampurinfi@ngga isterinya
tersebut melahirkan kandungannya vyang dibenihkaki-ld&i lain itu.*®

Mengenai status keabsahan anak wanita hamil tdrskbam Abu Hanifah

¥ Wahbah al Zuhaylial-Fighu al Islamiy Jilid VII, him. 150.
° Nurul Irfan,Nasab dan Status Anak dalam Hukum Isl@lakarta: Amzah, 2012) h. 34.
' Hasbullah Pedoman Islanh. 202.
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menyebutkan minimal usia kandungan tersebut add&ahbulan dari masa
pernikahart!

Imam Malik berpendapat bahwa wanita yang berzinaik batas
dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamau tidak, ia
wajibistibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi amat (bukan taani
merdeka)jstibra’nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil, bamkerdeka

maupun amat (budakistibra’nya sampai melahirkan kandungannya.

ol izt aYly (ol G chpnel 1S of dnill 341 5 13)
Dengan demikian, Imam Malik berpendapat bahwa hulgam tidak

sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipungyanenikahi itu laki-laki

yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang ghamilinya. Bila akad

nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil ifpidtibra’), akad nikah

itu fasid dan wajib difasakif. Mengenai konsep keabsahan anak Imam

Malik mensyaratkan minimal usia kandungan 6 bulaihithg dari masa

dukhul pasangan suami ist&ti.

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa wanita l|hadak

boleh dinikahi sampai melahirkan terlebih dahuluikbaleh laki-laki yang

"' Wahbah al ZuhaylialFighu al-Islamiy wa Adillatuhpdilid X (Dimasyq:Dar al-Fikr, 1985), h. 7250.
2 Al Zuhayli, alFighu al Islamiy Jilid VII, h. 148.
Y Al Zuhayli, alFighu al Islamiy Jilid X, h. 7250.
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menghamilinya maupun laki-laki lafff, dengan demikian Imam Ahmad ibn

Hanbal dalam menentukan anak sah bahwa pembenihak w@rsebut harus

sebagai akibat perkawinan yang sah atau pemberéimak tersebut harus di

dalam perkawinan dan memiliki masa usia kehamilamimal 6 bulan dari

masadukhu

15
|

Dengan adanya konsep mengenai pernikahan yangsahatdrnya anak sah

sebagai akibat dari pernikahan yang sah sebagaidiareikan diatas, para ulama

fikih klasik merumuskan bahwa anak sah akan tarldhidunia ini dalam situasi

sebagai berikut :

a.

Hamilnya isteri dari suami merupakan suatu halng mungkin,
misalnya, suami dan isteri sama-sama telah dewasa ahtara suami
dan isteri berada pada tempat yang berdekatan yaegungkinkan
adanya hubungan antara suami dan isteri.

Bahwa sang isteri melahirkan anaknya, sedifitngetelah berlalu
masa enam bulan dari tanggal dilangsungkannya ak&dh, karena
masa enam bulan itu adalah masa hamil yang paledikis hal ini
telah disepakati oletulama’ ahli fikih yang berlandaskan ayat sebagai

berikut:

" HasbullahPedoman Islant). 202.
> Al Zuhayli, al Figh al Islamiy Jilid X, h. 7250
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“‘Dan kami memerintahkan kepada manusia itu supagaberbuat
baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya menghamilkdia
dengan bersusah payah dan menlahirkannya dengansubain
payah dan menghamilkan serta memeliharanya sampesapith
selama tiga puluh bulan...”.(QS. Al-ahgaaf, 46:15)

Dan firman Allah SWT :
N L NN PP I k3 e ¢ ..
...... wb@;«h@;ﬁ;&p@;;m 4....1.4*4.3 yu_MoYH.M.,o

Dan kami memerintahkan supaya manusia itu berbuaik kepada
kedua ibu bapaknya, ibu yang menghamilkannya dalkeadaan
lemah yang bertambah lemah, dan menyapihkannya ndaldua
tahun..... “(QS. Lugman 31 :14)
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Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selarmaahun penuh,
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.kaavajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengama caa'ruf.

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadasahkggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karanaknya dan
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkéamjidemikian.
apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua taliemgan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dtsskeduanya. dan
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang laimkil tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menuamg ypatut.

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bah#lah Maha

melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Bagarah:)233

Dalam ayat pertama diterangkan bahwa hamil dan pithisaitu
berlangsung bersama-sama dalam masa 30 bulan, gsetlam ayat kedua
dan ketiga diterangkan bahwa masa menyusui hinggapid selama dua
tahun. Jadi masa hamil dan menyu$@S. Al-ahgaaf, 46:15)dikurangi masa
menyusui (QS. Lugman 31 :14)dan (QS. Al-Bagarah: 233)lalu diperoleh

hasil masa kehamilan, bahwa masa hamil saja minyaal berlangsung
dalam enam bulan.

c. Isteri melahirkan anaknya dalam masa kurang da@a tahun dihitung

dari tanggal berpisahnya (bercerai) dari suamirkaena masa hamil

yang paling lama adalah dua tahun.
d. Bahwa suami tidak mengingkari hubungan ketururemmak tersebut
dengan dirinya.
Sebagai konsekwensi yuridis dari adanya konsep rkatamil ini,
maka KHI mengenalkan konsep anak sah yang berbedgad konsep anak

sah menurut ulama fikih seperti pendapat Imam AlfiSy sebagaimana

telah diuraikan diatas. Dalam KHI pasal 99 diseauntk
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“Anak yang sah adalah:
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahidan
dilahirkan oleh isteri tersebut*®
Namun pada dasarnya secara umum dikatakan anak ahadal
seseorang Yyang dilahirkan dari perkawinan antaraorasg perempuan
dengan seorang laki-laki dengan tidak menafikan wieahapabila seseorang
yang melahirkan tersebut dari wanita yang tidak naler melakukan
pernikahan tetap dikatakan anak.
Sedangkan pengertian anak sah menurut Undang-Undéomor 1

Tahun 1974 Pasal 42 adalah :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalamuatebagai
akibat perkawinan yang sah.”

Definisi anak sah menurut Pasal 99 Kompilasi Hukustam dan
Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdagah kategori
sebagai ukuran sahnya seorang anak. Pertama, “gpaa$g dilahirkan dalam
perkawinan yang sah”, yang menjadi dasar ukuranbdetgwmn seorang anak
adalah waktu lahirnya anak tersebut dalam perkawingng sah, tanpa
memperhitungkan kapan pembenihan atau bertemunyasperma dan sel
telur terjadi. Yang kedua, “anak yang lahir sebaghibat perkawinan yang
sah”, artinya pembenihan oleh suami isteri yang sahingga berakibat

terlahirnya seorang anak di dalam perkawinan yahg s

16 pasal 99 Kompilasi Hukum Islam
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwak ayang lahir
di luar ketentuan tersebut dapat dikategorikan gabanak yang tidak sah
atau anak luar nikah atau anak luar kawin. Jadik aluar kawin menurut
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islacalah anak yang
dibenihkan atau dilahirkan di luar perkawinan yaag.

Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum nsla tidak
menentukan secara khusus dan pasti tentang penge#tam jenis anak,
sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam HuRemdata Umum.
Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tegtakriteria anak sah
(anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yaadp), sebagaimana yang
telah dicantumkan pada pasal 99 Kompilasi Hukunanmsljuga dikenal anak
yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Sepsdng tercantum dalam
pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yanchirladi Iluar
perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengamyaibdan keluarga
ibunya”

Disamping itu dijelaskan juga tentang status analti perkawinan
seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamiliggbelum pernikahan.
Sebagaimana yang tercantum pada pasal 53 ayat @ppikesi Hukum
Islam: “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanihamil,
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak vyangandung Ilahir.”
Begitu juga dalam pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukulslam dijelaskan

tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkg|ang berbunyi:
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“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku s$uterhadap anak-anak
yang dilahirkan dari perkawinan tersebut."Sedangkan dalam pasal 162
Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status kariégan (sebagai akibat
pengingkaran suami terhadap janin atau anak yatghidian oleh isterinya).
Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islantidak
mengelompokkan pembagian anak secara sistematig g&ausun dalam satu
bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yangcarteim dalam UU
Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 42 Bab IX UU NonlorTahun 1974
tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah saakg dilahirkan atau
sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasu&md kategori pasal ini
adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu peikan yang
sah.

2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan ka&rinan
dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan anfaastiwa
pernikahan dengan melahirkan bayi.

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatanrkpginan
yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan itetagak
diingkari kelahirannya oleh suami.

Karena itu untuk mendekatkan pengertian anak dilmgdtah atau

anak luar kawin akan diuraikan pendekatan berdasarkerminologi yang

tertera didalam kitab figh, yang dipadukan dengastemtuan yang mengatur
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tentang status anak yang tertera dalam pasal-pdSalNomor 1 Tahun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam.

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki darenpewan di luar
nikah. Dengan perbuatan zina sangat dimungkinkarjadiaya kehamilan
dan kelahiran anak. Apabila perzinaan mengakibatkamrnya anak, maka
sebenarnya anak itu lahirdalam keadaan suci, tioenanggung beban dosa
apapun dari pasangan yang berzina tersebut. Akiapi teneskipun ia suci, ia
mempunyai kedudukan lain dibanding dengan anak ydabir dalam
perkawinan yang safi.

Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sahsetmut dapat
terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karerkosgan, baik yang
dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupununbel menikah.
Meskipun istilah *“anak zina” merupakan istilah yamppuler dan melekat
dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukurslanml tidak
mengadopsi  istilah  tersebut untuk dijadikan sebagatilah  khusus
didalamnya.

Hal tersebut bertujuan agar “anak” sebagai hasibuhgan zina,
tidak dijadikan sasaran hukum sosial, celaan makgérdan lain sebagainya,
dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kgnglu dan ayah alami
(biologis) anak tersebut kepada dirinya, sekaligumtuk menunjukkan

identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisddntuk lebih

Y Nurul Irfan,Nasab dan Status Anak dalam Hukum Isl@fakarta: Amzah, 2012) h. 114.
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mendekatkan makna yang demikian, pasal 44 ayatUWd) Nomor 1 Tahun
1974 hanya bilamana ia dapat membuktikan bahwaringte telah berzina
dan kelahiran anak itu akibat dari perbuatan znsebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyaiakna
“anak zina” sebagaimana yang terdapat dalam Pa8al Kompilasi Hukum
Islam, yang menyebutkan bahwaArfak yang lahir diluar perkawinan hanya
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluboggd

Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 KampHukum
Islam menyatakan: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluaaya pihak ibunya

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anaka” zidiatas,
maka yang dimaksud dengan “anak zina” dalam penslamhani adalah anak
yang lahir di luar perkawinan sebagai akibat pewoua zina dan
menyebabkan putusnya hubungan nasab dengan aydbgidnga sehingga
hanya memiliki hubungan nasab atau hubungan kefa@mladengan ibunya
dan keluarga ibunya.

Pendekatan istilah *“anak zina” sebagai “anak vyarahirl diluar
perkawinan yang sah” berbeda dengan pengertian amat yang dikenal
dalam Hukum Perdata umum, sebab dalam perdata uistilh anak zina
adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orafaki-laki dan
perempuan Yyang bukan suami isteri, dimana salahu ss¢orang atau

keduanya terikat tali perkawinan dengan orang ldflarena itu anak diluar
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perkawinan yang dimaksud dalam hukum perdata umuwalala anak yang
dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan danilakt lain yang diartikan
sebagai anak zin4.

Perbedaan anak zina dan anak luar kawin menuruturdulPerdata
adalah :

1) Apabila orang tua anak tersebut salah satu atauuakgd
masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian kaere
melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, a mak
anak tersebut adalah anak zina.

2) Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat penkan
(jejaka, perawan, duda, janda) dan mereka melakukan
hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anaebtér
anak luar kawir?

Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Ntgnor 1
Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100pildsi Hukum
Islam, adalah : *“anak yang lahir diluar perkawindrmanya mempunyai
hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Yang termasuk anak yang lahir diluar perkawinarada

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempminykatan

perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.

“¥Darwan PrinstHukum Anak Indonesi@andung: Citra Aditya Bakti, 1997) 90.
® Harun Utuh Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindunganifgarabaya: PTBina llmu, 1990)
h. 14
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2. Anak vyang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannykibat

korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di l'an (dikari) oleh

suaminya.

4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilanmgiibat salah

orang (salah sangka) disangka suaminya ternyatanbuk

5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannykibat

pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengaudasa
kandung atau sepersusuan dengan alasan baru diketdh
kemudian hari.
Angka 4 dan 5 diatas dalam hukum Islam disebut asdhat yang apabila
diakui oleh bapak subhatnya, nasabnya dapat dilgklanrkepadanya.

Akhir-akhir ini UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 vyarigerkaitan
dengan hak keperdataan anak di luar perkawinan h telmengalami
perkembangan. Pada tanggal 17 februari 2012 MK rmmenypermohonan
judicial review oleh Macica Mochtar terkait dengammusan pasal 43 ayat 1
dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga mammys berubah
menjadi :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempuny&ubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sertagedanlaki laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkaimu i
pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lamenurut

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungardaia
dengan keluarga ayahnya,”
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Perubahan rumusan pasal 43 ayat 1 tersebut hapehamini secara
objektif dan bijak agar membawa maslahat bagi udlat bukan sebaliknya.
Perubahan ini bukan berarti MK melegalisasi petzma atau samen leven
MK hanya berupaya untuk menuangkan hasil ijtihadnyeelindungi hak
keperdataan anak di luar perkawinan agar tidak aderj perlakuan
diskriminatif. Sehingga, sebagian kaum lelaki yamgelakukan pernikahan
sirri, melakukan perzinahan, perselingkuhan, maupsamen leven hingga
wanita partnernya itu hamil dan melahirkan anakrufabertanggung jawab
atas kebutuhan lahir batin anak yang lahir dabpatannya.

Adapun vyang berkaitan dengan kewarisan misalnya,kamaak
keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentoksép waris Islam tapi
dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiajibala Demikian pula
yang berkaitan dengan nafkah biaya penghidupan , amialak diwujudkan
dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islamlainkan dengan
bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadggh abiologisnya untuk
membayar sejumlah uang atau harta guna keperluaya binidup anak yang
bersangkutan sampai dewasa. Sebagaimana MUl meeekiasikan agar
pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzirakilelpezina yang

menyebabkan lahirnya anak dengan mewajibkannya kuntmencukupi
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kebutuhan hidup anak tersebut dan untuk memberikamta setelah ia
meninggal melalui mekanisnveasiat wajibatf°
C. Batasan Kawin Hamil

Berbicara tentang kawin hamil menurut hukum Islaticlak terlepas
dari sahnya perkawinan kedua orang tuanya dan wksiamilan ibunya.
Maksudnya, jika perkawinan kedua orang tuanya dakgam sah menurut
hukum Islam, maka selanjutnya harus diperhatikansam&ehamilan ibunya
terhitung sejak tanggal pelaksanaan akad nikahngani dkejelasan status
keabsahan anak yang dilahirkan, hal ini disebabkarena tujuan mendasar
dari disyariatkannya ajaran hukum Islam adalah kntmemelihara dan
menjaga keturunan atau nasab.

Nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yangohkokintuk
meletakkan hubungan kekeluargaan atau kekerabatamadarkan kesatuan
darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalatnbaaii yang laif?

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dipahami bakavan hamil
ditentukan oleh masa perkawinan kedua orang tuargakni lahir tidak
kurang dari enam bulan. Tentang hal ini terdapatydla ayat al-Qur'an yang

bisa dijadikan rujukan, di antaranya QS. Lugmar aya

% Nurul Irfan,Nasab Dan Status Anak Sah Dalam Hukum Isldakarta: Amzah, 2012) h. 211.

! Nurul Irfan,Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Isl&fakarta: Amzah, 201%). 13.

> D.Y. Witanto,Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kaydakarta: Prestasi Pustaka,
2012) h. 78.
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Menurut Sayyid Sabig, yang mula-mula berpendapat hwha
minimal masa kehamilan enam bulan adalah Ali bini Athalib, yang
kemudian disetujui oleh Usman bin Affan dan bebarapahabat nabi
lainnya. Muhammad bin Ishag meriwayatkan dari Ma'nman Abdillah al-
Juhaniy, ia berkata: ’ada seorang laki-laki darilakgan kami yang
mengawini seorang wanita dari Juhaniah, dan waitita melahirkan setelah
perkawinannya berusia enam bufan.

Dengan demikian, jika seorang wanita melahirkan kandengan
masa perkawinan kurang dari enam bulan, maka amaky \ilahirkannya itu
tidak dapat dikatakan sebagai anak sah.

Adapun batasan maksimal usia kandungan seseorangik udapat
dikatakan sebagai anak sah. Menurut Imam Abu Hanifeatas maksimal
adalah dua tahun. Sedangkan menurut Imam Syafiaktw kehamilan itu
maksimal empat tahun. Ubadah bin al-iwad berkatalakhd lima tahun.
Menurut al-Zuhriy adalah enam tahun. Sedangkan '&abmengatakan tujuh
tahun?*

Dasar ketetapan pendapat Imam Syafi'i adalah berkas
kenyataan empiris, yaitu al Dihak dilahirkan sdteldalam kandungan empat

tahun. Ketika lahir ia sudah bergigi dua dan pantastawa. Demikian pula

* sayyid SabigFigh al-Sunnahterj. Nor Hasanuddin Dkk., Cet. I; Jakarta: Pet®6) h. 38.
** Nurul Irfan,Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Isl&fakarta: Amzah, 2012) h. 38.
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‘Abdul  ‘Aziz ibn al-Majsyun, dilahirkan setelah ewrip tahun dalam
kandungan ibunya.

Untuk menentukan batas maksimal bayi yang beraddamda
kandungan sebagai dasar dikatakan anak sah, damabhpdh dengan cara
mengukur kelaziman yang terjadi dalam suatu makggramisalnya satu
tahun, atau bahkan sepuluh bulan, bukan atas des@adian yang langka
atau kasuistik.

Anak zina dan anak yang berdasarkan adopsi jugek tahpat diakui
sebagai anak sah. Yaitu mengambil anak orang latukudiasuh dan dididik
dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan akpkdn oleh orang tua
angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberikttus anak kandung
kepadanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang daplkui
sebagai anak sah dari kawin hamil menurut hukumamisladalah anak yang
dilahirkan dalam perkawinan yang sah, memenuhi sbake®wajaran usia
kehamilan, serta tidak diingkari oleh suami dariteris yang melahirkan
tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat pasal-pasahgy mengatur
tentang status anak dan kawin hamil yaitu :

Pada pasal 53 dalam Kompilasi Hukum Islam tentaagvirk hamil

yang berbunyi:
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N =

Seorang wanita hamil diluar kawin, dapat dikawinkatengan pria
yang menghamilinya.

Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut padeatayl) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelah&aaknya.

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat waritmil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikeng lahir.

Pada pasal 99 KHI tentang keabsahan anak:

“Anak yang sah adalah:

anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinamg sah;

hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahohan dilahirkan oleh
isteri tersebut.”

Pada Pasal 100 KHI tentang anak luar kawin:

“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunydiubungan
dengan keluarga ibunya”

Pada Pasal 101 KHI tentang li'an:

“seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedasigri tidak
menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannyaaddign”

Pada Pasal 102 KHI ayat (1) tentang pengingkarak: an
"Suami yang mengingkari seorang anak yang lahir iddsterinya,
megajukan gugatan kepada pengadilan agama dalangkgnwaktu 180
hari sesudah hari lahirnya atau 300 hari sesudahtupoya perkawinan
atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinyalahirkan anak
dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajugerkaranya
kepada pengadilan agama”

Pasal 102 KHI ayat (2) :

“pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktusefeut tidak
dapat diterima”

Pasal 103 KHI tentang asal usul anak ayat (1) :

“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan ak&dahiran atau
alat bukti lainnya”
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Pasal 103 KHI ayat (2) :

“Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersébdalam ayat (1)
tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkanetapan
tentang asal usul seorang anak setelah mengadalkemefksaan yang
diteliti berdasarkan bukti-bukti yang sah”.

Pasal 103 KHI ayat (3) :

“Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut t ayd) maka
instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerabkum pegadilan
agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi kangang
bersangkutan”.

Dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur tentarajasén usia
kehamilan untuk dapat dikategorikan sebagai andk dalam kawin hamil,
pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan itavaryang hamil
dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya paan menunggu
kelahiran anaknya dan setelah anaknya lahir tidgeridkan ada pernikahan
ulang. Adapun persoalan yang muncul dalam pasadeliat adalah tanpa
keterangan memberikan batasan usia kehamilan, dpatagsia kehamilan
tersebut digunakan sebagai pijakan dalam penenkeabsahan anak wanita
hamil tersebut. Apabila suatu konsep kawin hamilseleut tidak mengatur
tentang batasan usia kehamilan atau dalam pasdahntgenanak sah tidak
merumuskan keabsahan anak dengan batasan usia ilkehakarena kawin
hamil, maka anak yang sejatinya tidak memenuhi asydteabsahan anak

menurut fikih akhirnya memperoleh status anak s#&w anasab yang tidak

dibenarkan oleh syariat Islam. Oleh karenanya nagabg juga merupakan
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bagian dari kulliyyah al khams atau panca jiwa syariat menjadi tidak
terpelihara atau menjadi bi&s.

Fenomena yang banyak terjadi dalam kasus kawin |hdersebut
justeru dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghlimya, dalam Kompilasi
Hukum Islam tidak merumuskan antisipasi jawabarifiyaBegitu pula
tentang batasan usia kehamilan, hal ini akan mekaerkelonggaran dan
kesempatan adanya pernikahan sirri atau pernikalthn bawah umur,
fenomena yang banyak terjadi di kalangan remajag ygelum mencapai usia
perkawinan sudah melakukan hubungan seksual yamgkibat kehamilan di
luar perkawinan.

D. Akibat Hukum Kawin Hamil

1) Hak Nasab

Anak yang lahir dalam perkawinan atau kawin hamikenmpunyai
nasab dengan kedua orang tuanya.

Anak zina menurut pandangan Islam, adalah anak slaci segala
dosa karena kesalahan itu tidak dapat ditujukanapadak tersebut, tetapi
kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menwhktinf). Oleh karena itu
anak hasil zina pun harus diperlakukan secara meamisdiberi pendidikan,
pengajaran, dan ketrampilan yang berguna untuk |békdupnya di masa

depan.

* Nurul Irfan,Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Isl&Fakarta: Amzah, 2012) h. 6.
*® AbdurrahmanKompilasi Hukum Islam Di Indonesi@lakarta: Akademika, 1992) h. 73.
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Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak bigrséaik

materiil maupun spriritual adalah ibunya yang mekam dan keluarga
ibunya saja.

Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat :

a. Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah anak yang dil&him setelah
enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itnasadbkan
kepada bapaknyA.

b. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, makaasdbkan
kepada ibunya karena diduga ibunya telah melakukabungan
seks dengan orang lain, sedangkan batas waktu Hamahg dari 6
bulan.

c. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengenai arzaka

ini tetap tidak mendapatkan nasab dari ayahnya retle&kan

pembenihannya di luar nikah.

Di dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagasmayang

telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahirluar perkawinan

hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dam@arde ibunya saja.

Hal

demikian secara hukum anak tersebut sama sekidiak dapat

dinasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun seogeta ayah  biologis

tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wangang melahirkannya

itu.

*’ Wahbah al ZuhailialFighu al-Islamiy wa AdillatuhpJilid X (Dimasyq:Dar al-Fikr, 1985), h. 7250.
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2) Hak Perwalian
Hubungan hukum vyang ditimbulkan antara orang tuan danak
diantaranya adalah berkaitan wali, dalam hal inalad wali nikah. Seorang
anak perempuan untuk dapat melaksanakan akad njkalg sah hendaknya
memenuhi syarat dan rukunnya, dalam Undang-undaegaRinan dalam
Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa “perkawinan adaah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya”, salah sdantaganya adalah
wali.
Diantara macam-macam wali yaitu ;
a. Wali Nasab
Wali nasab adalah wali yang memperoleh hak sebagdi karena
adanya pertalian darah. Jumhur sebagaimana Malik 8gafii mengatakan
bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari gaagah dan bukan dari
garis ibu. Berikut perincian urutan tingkatan wadsab:
Tingkatan pertama, kelompok kerabat laki-laki gafigsus ke atas
yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Tingkatan kedua, kelompok kerabat saudara laki-l&kndung atau
saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-ladreka.
Tingkatan ketiga, kelompok kerabat paman, yaknidaeu laki-laki

sekandung ayah, saudara seayah, dan keturundakahkiereka.
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Tingkatan keempat, kelompok saudara laki-laki sdbag kakek,
saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunanlédkimereka®

b. Wali Hakim
Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah telah diatupada
Bagian Ketiga pada Pasal 19 sampai pasal 23. Padal p21 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :
Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutd&edudukan,

kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang kesuai
erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon m&mnp

wanita:

Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus akes yakni
ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua . kelompok kerabat saudara laki-laki kanduragau
saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan -laki
laki mereka.

Ketiga . kelompok kerabat paman, yakni saudara -laki
kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-
laki mereka.

Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakskudara

laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki nkere

Menurut hukum Islam anak luar kawin tetap dianggsgbagai anak
yang tidak sah, sehingga seorang bapak tidak dagesmjadi wali nikah bagi
anak luar nikah karena dia lahir akibat hubungalmadi nikah, sehingga sang
anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengamahnya, oleh karena
itu sang anak tidak mendapatkan hak nasab, hakhvedilinaftkah, hak waris.

3) Hak Waris

Anak yang lahir dalam perkawinan atau kawin hamikenmpunyai

akibat hukum saling mewarisi antara orang tua daaka dalam Kompilasi

*® Ahmad Rofig,Hukum Perdata Islam Di Indonesi@lakarta, Raja Grafindo Persada, 2013) h. 66.
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Hukum Islam disebutkan dalam pasal 171 (c) bahwag ydisebut ahli waris
adalah orang yang pada saat perwaris meninggal :

a. Memiliki hubungan darah dengan pewaris;

b. Memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris;

c. Beragama Islam;

d. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahlisvar

Dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan olehuslivh,
dijelaskan  pula bahwa, Aflah menetapkan bagimu tentang warisan untuk
anak-anakmu, bagian seorang lelaki sama dengan apagiua orang anak
perempuah(HR Muslim).

Berbeda dengan anak luar nikah, pada pasal 43 @yatUndang-
undang No 1 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwak“areag dilahirkan
diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perddémgan ibu dan
keluarga ibunya”. Hal ini juga dikuatkan didalam orpilasi Hukum Islam
mengenai waris pasal 186 vyang berbunyi : “anak yalahir diluar
perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewadsngan ibu dan
keluarga dari pihak ibunya”. Oleh karena itu diavagsi dari ibunya saja.

Berkaitan dengan keluarnya Putusan Mahkamah KaastitNo.
46/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Aisyah Mochtanengenai pengujian
Undang Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 sehinggdapat perubahan

rumusannya sebagai berikut :
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Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyaubhngan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sertagdan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkaimu i
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti laimenurut
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungardaia
dengan keluarga ayahnya.
maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawiangdn ayah
biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antarakadan si ayah memiliki
hubungan darah atau si ayah adalah orang yang tekmbenihkan si anak
di rahim ibunya tanpa ikatan perkawinan, sehinggangdn terbukanya
hubungan perdata tersebut, maka hak alimentasiraangmak luar kawin
dengan ayah biologisnya menjadi terj&fin.

Nurul Irfan menyebutkan bahwa MUI telah mengeluarkdatwa
yang berkaitan dengan putusan MK, fatwa MUI tersebdalah anak zina
juga bisa diberi jatah atau bagian harta ayah fishya dengan nama wasiat
wajibah, karena anak zina sama dengan orang tu&atargpn anak angkat
dalam hal sama-sama tidak bisa saling mewarisienearanak zina tidak
memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnyaaiman hanya kepada

ibu kandungnya. Hal ini menurut MUl bukan sebagantbk diskriminasi

terhadap anak , tetapi sebagai upaya memelihaaifas

% D.Y Witanto,Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kaiakarta: Prestasi
Pustakaraya, 2012) h. 269
% Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Isl&hakarta: Amzah, 2012) h. 65.
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